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Sejarah Artikel: 
 

ABSTRACT 
The murder of Qandeel Baloch is often discussed as a symbol of honor-based violence in 

Pakistan, yet limited attention has been given to how courts formulate and evaluate honor as 

motive within criminal proof. This article aims to examine how honor operates in judicial 

narrative, criminal liability, and evidentiary sufficiency in the Qandeel Baloch case. It adopts 

a normative-doctrinal legal method through textual analysis of the 2019 judgment of the 

Additional Sessions Judge, Multan, the 2022 appellate ruling of the Lahore High Court, 

relevant provisions of the Pakistan Penal Code, and the Criminal Law (Amendment) (Offences 

in the Name or Pretext of Honor) Act 2016. The study finds that honor did not function as an 

autonomous basis of criminal liability. At trial, honor helped the court characterize the killing 

as intentional and sufficiently serious to warrant punishment despite familial forgiveness. Its 

legal force, however, weakened once the confession and supporting evidentiary basis were 

challenged on appeal. The case demonstrates that a socially persuasive honor narrative must 

remain subject to evidentiary discipline, individualized culpability, and a clear distinction 

between social context and legal proof. 

 

Keywords: Honor Killing; Judicial Narrative; Qandeel Baloch 

 

ABSTRAK 
Pembunuhan Qandeel Baloch sering dibahas sebagai simbol kekerasan berbasis kehormatan di 

Pakistan, tetapi perhatian terhadap cara pengadilan merumuskan dan menilai motif honor dalam 

pembuktian pidana masih terbatas. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana motif honor 

bekerja dalam narasi yudisial, pertanggungjawaban pidana, dan kecukupan pembuktian pada 

perkara Qandeel Baloch. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-doktrinal melalui 

telaah tekstual atas putusan Additional Sessions Judge, Multan, tahun 2019, putusan Lahore 

High Court tahun 2022, ketentuan Pakistan Penal Code yang relevan, serta Criminal Law 

(Amendment) (Offences in the Name or Pretext of Honor) Act 2016. Hasil penelitian 

menegaskan bahwa honor tidak berdiri sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yang otonom. 

Pada tingkat pertama, motif honor membantu pengadilan menilai pembunuhan sebagai tindakan 

sengaja yang tetap layak dihukum meskipun terdapat pemaafan keluarga. Namun kekuatan 

hukumnya melemah ketika pengakuan dan dasar pembuktian pendukung digugat pada tingkat 

banding. Perkara ini memperlihatkan bahwa narasi honor yang kuat secara sosial tetap harus 

tunduk pada disiplin pembuktian, individualisasi kesalahan, dan pembedaan tegas antara 

konteks sosial dan bukti hukum. 
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PENDAHULUAN 

Pembunuhan demi kehormatan yang dilekatkan dengan istilah honor killing membawa persoalan 

yang lebih rumit daripada sekadar pencarian motif (Aksoy & Szekeli, 2025). Di satu sisi, istilah honor biasa 

dipakai untuk menerangkan latar sosial dari kekerasan yang dilakukan anggota keluarga terhadap 

perempuan yang dianggap melanggar batas perilaku yang diterima (Villacampa et al., 2026). Di sisi lain, 

begitu istilah itu masuk ke ruang peradilan pidana, kedudukannya berubah karena ia tidak lagi berhenti 

sebagai penjelas sosial, melainkan mulai masuk ke cara hakim mengartikan tindak pidana, menyeleksi 

fakta, dan merumuskan kadar kesalahan pelaku (Williams et al., 2023). Masalah utamanya terletak pada 

pertemuan antara tuntutan pertanggungjawaban pidana yang presisi dan narasi kehormatan yang membawa 

muatan sosial luas, sehingga asumsi yang hidup di luar hukum mudah terbawa ke dalam cara perkara dinilai 

(Pears & Easteal, 2025). 

Perkara Qandeel Baloch membuat persoalan itu tampak dengan sangat jelas (Khoja-Moolji, 2022). 

Kasus ini menonjol bukan hanya karena korban merupakan figur publik dengan visibilitas tinggi, melainkan 

juga karena perkara tersebut mempertemukan otonomi perempuan, kontrol keluarga, rasa malu kolektif, 

dan respons hukum pidana dalam satu rangkaian peristiwa yang saling menekan. Nama Qandeel Baloch 

cepat berubah dari identitas personal menjadi simbol, tetapi sorotan simbolik seperti itu sering menutupi 

cara kerja hukum yang sesungguhnya. Yang penting dari perkara ini bukan semata keberatan keluarga 

terhadap gaya hidup korban, melainkan cara keberatan itu diterjemahkan ke dalam bahasa hukum sebagai 

motif yang dipakai untuk menjelaskan pembunuhan. Dalam perkara inilah bahasa kehormatan beralih dari 

ranah moral keluarga ke ranah atribusi hukum yang memengaruhi penilaian pidana (Manzoor et al., 2025). 

Istilah kehormatan atau honor dikaitkan sebagai label normatif, bukan fakta budaya yang dianggap 

tetap. Penyebutannya membawa gagasan tentang kepatuhan, reputasi keluarga, kontrol atas tubuh 

perempuan, dan pemulihan tatanan yang dianggap rusak. Sementara itu, narasi yudisial dipahami sebagai 

cara lembaga peradilan menyusun fakta ke dalam urutan yang masuk akal secara hukum, sehingga putusan 

tidak sekadar memindahkan fakta ke dalam bahasa formal, tetapi memilih fakta tertentu, memberi tekanan 

pada relasi tertentu, lalu menautkannya dengan niat, alasan tindakan, dan kadar kesalahan (Kadir, 2026b). 

Pertanggungjawaban pidana kemudian menjadi ukuran utama untuk menilai apakah motif honor hanya 

berfungsi sebagai latar atau justru ikut mengubah cara pengadilan mengartikan unsur mental, individualisasi 

kesalahan, dan dasar pemidanaan. 

Kajian tentang honor killing selama ini banyak bergerak di wilayah patriarki, kontrol atas seksualitas 

perempuan, serta hubungan antara keluarga, komunitas, dan kekerasan (Mappaselleng & Kadir, 2025). 

Literatur dalam arus ini menegaskan bahwa pembunuhan berbasis kehormatan tidak dapat direduksi 

menjadi ledakan emosi individual, sebab peristiwa itu tumbuh dari lingkungan normatif yang mengaitkan 

martabat keluarga dengan perilaku perempuan, terutama di ruang publik, relasi intim, dan representasi 

tubuh (Shahid et al., 2024). Uraian seperti ini membantu menjelaskan mengapa tindakan ekstrem dapat 

diterima sebagai pemulihan tatanan, tetapi penjelasan sosiologis saja tidak cukup karena masih ada jarak 

antara latar sosial tersebut dan cara pengadilan menerjemahkannya ke dalam kategori yang relevan secara 

pidana. 

Kajian hukum pidana memberi pintu masuk yang berbeda. Motif, mens rea, dan pertanggungjawaban 

dibahas dengan ukuran yang lebih ketat, sehingga literatur ini menegaskan bahwa motif tidak selalu menjadi 

unsur delik yang harus dibuktikan (Palermo, 2022). Hukum pidana bertumpu pada perbuatan, sikap batin 

yang relevan, dan hubungan pertanggungjawaban antara pelaku dan tindakannya. Namun motif tetap 

penting karena sering dipakai untuk menafsirkan intensi, kadar kesalahan, dan alasan yang memengaruhi 
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penjatuhan pidana. Masalahnya, dalam perkara yang dibingkai sebagai honor killing, motif tidak hadir 

dalam ruang yang steril, sebab ia datang bersama beban sosial yang dapat memperluas arti tindakan pelaku, 

bahkan kadang memberi kesan seolah-olah kekerasan tersebut memiliki logika internal yang dapat 

dipahami, padahal penjelasan sosial tidak sama dengan pembenaran yuridis. 

Kajian tentang narasi yudisial menambah kedalaman pada persoalan tersebut. Fokusnya terletak pada 

cara putusan tidak hanya mencatat fakta, tetapi merangkai fakta dalam susunan yang membuat satu versi 

realitas tampak paling layak diterima. Di sana bekerja pilihan diksi, urutan peristiwa, relasi sebab akibat, 

dan tekanan pada karakter tertentu dari pelaku maupun korban (Dagan & Zimran, 2023). Dalam hukum 

pidana, cara bercerita seperti ini tidak netral karena dapat mengubah cara kesalahan dan tanggung jawab 

diartikan. Putusan yang tampak teknis pun tidak sepenuhnya bebas dari bahasa sosial, dan dalam perkara 

berbasis kehormatan rembesan itu lebih mudah muncul karena pengadilan berhadapan dengan istilah yang 

sejak awal sudah sarat penilaian moral. 

Tiga arus kajian tersebut jarang benar-benar bertemu dalam satu analisis yang rapat. Studi tentang 

honor killing kaya dalam menerangkan struktur sosial yang menopang kekerasan, tetapi sering berhenti 

sebelum sampai pada cara kerja doktrin di ruang pengadilan (Ge et al., 2024). Sebaliknya, kajian hukum 

pidana cermat dalam membedakan motif, niat, dan kesalahan, tetapi tidak selalu peka terhadap cara bahasa 

sosial masuk ke dalam penalaran yudisial (Munro et al., 2021). Perkara Qandeel Baloch memang kerap 

dirujuk sebagai kasus penting dalam perdebatan tentang kekerasan berbasis kehormatan dan reformasi 

hukum di Pakistan, tetapi perhatian akademik lebih sering tertuju pada sisi simbolik dan respons 

normatifnya daripada pada teknik atribusi motif di dalam teks hukum. Belum cukup terang bagaimana 

honor dirumuskan sebagai motif dalam narasi yudisial, bagaimana rumusan itu menata hubungan antara 

pelaku, korban, dan keluarga, lalu bagaimana konstruksi tersebut memengaruhi pertanggungjawaban 

pidana. 

Perkara Qandeel Baloch dipakai untuk menelaah tiga persoalan yang saling terkait. Pertama, 

bagaimana motif honor dirumuskan di dalam narasi yudisial pada perkara pembunuhan tersebut. Kedua, 

bagaimana atribusi motif itu masuk ke dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana, terutama pada saat 

pengadilan mengartikan kesengajaan, melekatkan kesalahan pada pelaku, dan menilai alasan negara untuk 

tetap menghukum meskipun ada pemaafan keluarga. Ketiga, bagaimana batas penggunaan motif honor 

dijaga di dalam pembuktian pidana, sehingga bahasa sosial tentang kehormatan tidak melampaui fungsi 

hukumnya dan berubah menjadi pengganti alat bukti yang sah. 

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mempertemukan kajian tentang honor killing, narasi 

yudisial, dan hukum pidana ke dalam satu pembacaan yang lebih rapat. Honor tidak diperlakukan semata-

mata sebagai latar budaya yang menjelaskan kekerasan, melainkan sebagai motif yang diberi arti hukum di 

dalam putusan dan karena itu ikut memengaruhi cara perkara disusun, diuji, dan dinilai. Melalui perkara 

Qandeel Baloch, tulisan ini memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam pembunuhan atas nama 

kehormatan tidak berhenti pada motif yang diklaim pelaku, tetapi bergerak ke cara pengadilan menerima 

atau menahan motif tersebut di dalam pertanggungjawaban pidana dan pembuktian. Dengan posisi seperti 

ini, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pada pembacaan yang lebih hati-hati terhadap hubungan 

antara narasi sosial, struktur putusan, dan batas penalaran pidana. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan hukum normatif-doktrinal dipakai untuk menelaah putusan pengadilan dan bahan hukum 
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pidana yang relevan. Fokusnya tidak terletak pada pengukuran gejala sosial honor killing, melainkan pada 

cara motif honor dirumuskan, disaring, dan diberi relevansi hukum dalam proses pidana. Korpus utama 

terdiri atas putusan Additional Sessions Judge, Multan, tertanggal 27 September 2019, putusan Lahore High 

Court, Multan Bench, tertanggal 14 Februari 2022, Pakistan Penal Code, terutama Pasal 302 dan Pasal 

311, serta Criminal Law (Amendment) (Offences in the Name or Pretext of Honor) Act 2016. Literatur 

akademik dipakai secara selektif untuk menjelaskan konteks normatif dan mempertajam posisi analitis, 

sedangkan laporan media digunakan secara terbatas untuk memverifikasi kronologi dan posisi prosedural 

perkara. 

Analisis dimulai dari fakta perkara, relasi antara korban dan pelaku, pengakuan, motif, dan 

pertimbangan pembuktian di dalam putusan. Setelah itu dibedakan antara motif yang diklaim, cara penuntut 

membingkai perkara, dan motif yang akhirnya diterima atau ditolak pengadilan, sehingga alasan yang 

dikemukakan pelaku tidak otomatis berubah menjadi motif yang tervalidasi secara hukum. Hubungan 

antara formulasi motif, inferensi atas intentional killing, individualisasi culpability, dan alasan 

penghukuman dalam kerangka Pasal 311 PPC kemudian ditelusuri, lalu pada tahap akhir batas probatif 

motif honor diuji untuk melihat apakah motif itu masih bergerak dalam fungsi evidensial yang sah atau 

justru melampaui kapasitas buktinya. Dengan cara ini, yang diuji bukan sekadar isi putusan, melainkan juga 

kesesuaiannya dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dan pembuktian yang rasional (Kadir, 2026c). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Narasi yudisial dan atribusi motif honor dalam perkara Qandeel Baloch 

Qandeel Baloch, yang bernama lahir Fouzia Azeem, dibunuh di rumah keluarganya di Multan pada 

pertengahan Juli 2016. Tidak lama sesudah itu, Muhammad Waseem, saudara laki-lakinya, masuk ke pusat 

perkara setelah muncul pengakuan awal yang mengaitkan pembunuhan tersebut dengan aktivitas publik 

korban di media sosial. Sejak awal, alasan itu cepat memperoleh tempat di ruang publik sehingga 

pembunuhan ini tidak lagi diperlakukan sebagai perkara pembunuhan biasa, melainkan langsung dilekatkan 

pada label honor killing. Qandeel hadir sebagai figur publik yang visibel dan terus-menerus dibebani 

penilaian moral, sedangkan Waseem hadir sebagai saudara laki-laki yang mengaku bertindak demi 

memulihkan kehormatan keluarga. Pada titik itulah perkara ini segera masuk ke dalam kosa kata 

kehormatan, rasa malu keluarga, dan pengawasan atas perilaku perempuan, sehingga bahasa sosial telah 

lebih dahulu membentuk cara peristiwa itu dimengerti sebelum proses hukum berjalan penuh (Ram, 2025). 

Pada 27 September 2019, Additional Sessions Judge, Multan, menjatuhkan pidana penjara seumur 

hidup kepada Waseem berdasarkan Pasal 311 Pakistan Penal Code, dan pidana itu tetap dijatuhkan 

walaupun ada dinamika pemaafan keluarga. Akan tetapi, pada 14 Februari 2022, Lahore High Court, 

Multan Bench, membatalkan putusan tersebut dan membebaskan Waseem setelah menilai ada cacat serius 

pada pengakuan serta lemahnya dasar pembuktian yang masih tersisa. Dua putusan itu membuat satu hal 

menjadi jelas bahwa motif honor tidak sebagai fakta hukum yang kokoh dari awal sampai akhir, sebab pada 

satu tahap ia diberi tempat untuk memberi bentuk pada perkara, sedangkan pada tahap berikutnya 

kehilangan pijakan ketika pengadilan menilai pembuktiannya tidak cukup.  

Perubahan kedudukan itu hanya dapat dilihat dengan jelas bila tiga lapisan dipisahkan sejak awal. 

Lapisan pertama terletak pada alasan yang dikemukakan pelaku. Lapisan kedua terletak pada cara alasan 

itu masuk ke dalam konstruksi perkara. Lapisan ketiga terletak pada kedudukannya setelah diuji pengadilan. 

Pemisahan ini penting karena banyak pembahasan tentang honor killing bergerak terlalu cepat dari 
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pengakuan pelaku menuju anggapan bahwa kehormatan telah menjadi fakta hukum yang utuh, padahal 

dalam perkara Qandeel Baloch langkah seperti itu justru menyesatkan. Apa yang dikatakan pelaku tentang 

alasan tindakannya belum dengan sendirinya sama dengan motif yang diterima pengadilan, sehingga ruang 

di antara keduanya harus diisi terkait dengan penyidikan, penuntutan, susunan fakta, dan akhirnya penilaian 

pembuktian. Tanpa pembedaan seperti ini, seluruh perkara akan tampak seolah-olah bergerak lurus, padahal 

justru lapisan-lapisan itulah yang menentukan arti hukumnya. 

Dalam pengakuan awal, Waseem mengaitkan pembunuhan dengan visibilitas publik Qandeel yang 

menurutnya telah mempermalukan keluarga. Pada tingkat ini, honor masih berada sebagai alasan tindakan 

yang diajukan oleh pelaku. Namun dari sudut hukum pidana, alasan seperti itu baru memberi pijakan awal, 

sehingga belum dapat langsung diubah menjadi dasar yang mapan untuk mengartikan keseluruhan perkara. 

Banyak pembahasan sosial tentang honor killing membuat langkah itu terasa mudah karena masyarakat 

telah mempunyai kosa kata yang mapan tentang rasa malu keluarga dan kontrol atas tubuh perempuan 

(Heydari et al., 2021). Akibatnya, pengakuan pelaku kerap tampak seolah-olah telah menjelaskan peristiwa 

secara lengkap, padahal di dalam proses pidana keadaan seperti itu justru harus ditahan karena alasan 

tindakan tetap harus melewati saringan prosedural, pembuktian, dan relevansi hukum. Dengan kata lain, 

pengakuan itu penting, tetapi kedudukannya belum lebih dari bahan awal yang masih harus diuji. 

Motif honor mulai memperoleh bentuk hukum yang lebih jelas ketika perkara masuk ke tahap 

pembingkaian oleh penuntut. Pada titik ini, bahasa kehormatan tidak lagi berhenti sebagai pengakuan 

personal, melainkan mulai memberi arah pada penataan fakta sehingga hubungan keluarga, konteks sosial 

korban, dan alasan tindakan ditempatkan dalam satu susunan yang saling menguatkan. Honor tidak 

diajukan sebagai unsur delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai alasan yang membuat pembunuhan 

itu tampak lahir dari tata nilai keluarga tertentu. Perubahan ini sangat penting karena begitu motif dipakai 

untuk merapikan perkara, beberapa fakta memperoleh ruang yang lebih besar daripada fakta lain, sehingga 

persona publik korban, relasinya dengan keluarga, dan persepsi tentang reputasi keluarga ikut menentukan 

cara perkara dijelaskan (Awais & Al Gharaibeh, 2026). Dengan demikian, yang bekerja bukan lagi sekadar 

cerita tentang apa yang dilakukan pelaku, melainkan juga cara perkara itu dipilihkan bentuknya di dalam 

bahasa hukum. 

Posisi Qandeel sebagai figur publik membuat perkara ini juga sangat peka terhadap penataan fakta. 

Hal ini terlihat saat korban tidak hadir semata-mata sebagai tubuh yang dibunuh, sebab ia datang ke dalam 

perkara dengan beban sosial yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, persona publik 

korban tetap dapat relevan sejauh membantu menerangkan mengapa alasan kehormatan diajukan oleh 

pelaku atau lingkungan keluarga. Namun relevansi itu tidak dapat dibiarkan melebar tanpa batas, sebab 

ketika persona publik korban berubah menjadi pusat penjelasan yang terlalu besar, perhatian perkara mudah 

beralih dari tindakan membunuh ke penilaian terhadap korban. Dengan begitu, persoalannya bukan pada 

ada atau tidaknya latar sosial, melainkan pada kadar dan tempat latar itu di dalam pertimbangan hukum. 

Lalu, putusan tingkat pertama memberi tempat yang cukup jelas pada struktur perkara yang 

mengaitkan pembunuhan dengan kehormatan keluarga. Hal itu tampak dari keputusan untuk tetap 

menjatuhkan pidana penjara seumur hidup di bawah Pasal 311 PPC meskipun ada dinamika pemaafan 

keluarga. Dalam posisi seperti ini, kehormatan tidak diperlakukan sebagai alasan yang melunakkan, 

melainkan hadir sebagai latar yang membuat negara tetap memandang perkara ini perlu dihukum. Artinya, 

pada tingkat pertama, motif honor tidak dipakai untuk menurunkan bobot kesalahan, melainkan lebih dekat 

dengan konteks yang menguatkan alasan negara untuk tidak membiarkan perkara berhenti sebagai urusan 

privat keluarga. Arah seperti ini selaras dengan perubahan hukum Pakistan setelah reformasi 2016 yang 
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dimaksudkan untuk menutup celah pengampunan keluarga dalam pembunuhan atas nama kehormatan  

(Talha et al., 2024), sehingga penempatan motif di sini terhubung dengan sikap negara terhadap perkara, 

bukan dengan pengurangan kesalahan pelaku. 

Akan tetapi, kedudukan motif honor berubah ketika perkara sampai pada tingkat banding. Lahore 

High Court mengubah dasar tempat perkara itu berdiri. Fokusnya beralih dari struktur cerita yang tampak 

masuk akal menuju pertanyaan yang lebih keras tentang apakah pengakuan dapat dipertahankan dan apakah 

bukti yang tersisa cukup untuk menopang putusan bersalah. Pada tahap ini, motif honor kehilangan 

sebagian daya kerjanya karena tanpa pengakuan yang dianggap sah dan dapat diandalkan tidak ada bukti 

substansial yang cukup untuk memastikan bahwa pembunuhan benar-benar terbukti dilakukan atas nama 

kehormatan. Di sini terlihat dengan jelas perbedaan antara alasan yang terasa terang secara sosial dan motif 

yang sungguh-sungguh diterima sebagai fakta hukum, sehingga perkara ini memperlihatkan bahwa 

kekuatan cerita di ruang publik tidak otomatis berubah menjadi kepastian di ruang pembuktian. 

Yang dapat dikatakan secara lebih aman bukan bahwa pengadilan sepenuhnya mengadopsi narasi 

kehormatan dari ruang publik, dan bukan pula bahwa pengadilan sepenuhnya bebas dari narasi itu. Yang 

lebih tepat ialah bahwa perjalanan perkara ini menunjukkan lapisan yang bertumpuk. Pada tahap awal, 

bahasa kehormatan menyediakan kerangka yang langsung tersedia untuk merapikan peristiwa karena 

selaras dengan pengakuan awal pelaku, relasi keluarga, dan imajinasi sosial tentang rasa malu keluarga. 

Namun ketika perkara masuk ke tahap pembuktian, terutama di banding, kerangka tersebut tidak lagi cukup 

sehingga pengadilan menolak memperlakukan kekuatan cerita sosial sebagai pengganti bukti yang sah. 

Dengan demikian, motif honor tampak kuat pada tingkat pengaturan cerita, tetapi tidak selalu bertahan 

ketika pengadilan menguji dasar pembuktiannya. 

Jejak bahasa kehormatan juga tetap penting sekalipun pada akhirnya pengadilan banding menolak 

dasar pembuktiannya. Dalam susunan perkara, korban tetap hadir sebagai figur yang sejak awal dibebani 

sorot moral, pelaku tetap hadir sebagai saudara laki-laki yang tindakannya dijelaskan melalui kosa kata 

kehormatan, dan keluarga tetap menjadi ruang utama tempat makna perkara disalurkan. Efek seperti ini 

tidak dapat diabaikan hanya karena pada tahap akhir pengadilan menilai bukti tidak cukup, sebab yang 

perlu dijaga ialah pembedaan antara apakah motif honor terbukti sebagai fakta hukum dan apakah bahasa 

kehormatan telah lebih dulu memengaruhi cara perkara dipahami. Dalam perkara Qandeel, jawaban atas 

dua pertanyaan itu tidak sama, sehingga penolakan pengadilan atas pembuktian motif tidak serta-merta 

menghapus pengaruh bahasa kehormatan pada susunan perkara. 

Akibat hukumnya mulai tampak ketika pembingkaian fakta dipakai untuk menyiapkan penilaian atas 

pertanggungjawaban. Saat honor masuk sebagai alasan yang tampak menjelaskan pembunuhan, pengadilan 

harus menjaga perbedaan antara penjelasan sosial dan penilaian hukum. Penjelasan sosial dapat membantu 

menerangkan mengapa tindakan itu terjadi, tetapi penjelasan itu tidak boleh diam-diam membawa gagasan 

bahwa tindakan tersebut memiliki logika moral yang patut diperhitungkan di luar relevansi hukumnya 

(Cuppini, 2026). Dalam perkara Qandeel Baloch, risiko ini membesar karena korban sangat mudah 

diartikan melalui persona publiknya, sehingga apabila titik berat perkara bergeser ke sana, tindakan 

membunuh tidak lagi menjadi pusat perhatian yang tunggal. Yang kemudian muncul bukan lagi semata 

penilaian atas tindakan pelaku, melainkan juga penilaian atas cara korban hidup di ruang publik. 

 

2. Atribusi motif honor dan pertanggungjawaban pidana 

Motif honor dalam perkara Qandeel Baloch masuk ke pertanggungjawaban pidana melalui jalan yang 

tidak sederhana. Motif itu tidak berdiri sebagai unsur delik pembunuhan, sehingga ia tidak dapat 
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diperlakukan sebagai dasar yang dengan sendirinya melahirkan kesalahan pidana (Wajahat et al., 2023). 

Kedudukannya lebih sempit, tetapi tetap penting, karena motif dapat memberi arah pada cara pengadilan 

mengartikan kesengajaan, menempelkan kesalahan pada pelaku tertentu, dan menilai apakah negara masih 

perlu menjatuhkan pidana walaupun keluarga telah memberi pemaafan. Dalam hukum pidana Pakistan, 

perkara seperti ini tetap bergerak di bawah rezim qatl-i-amd dan konsekuensi penghukuman dalam Pakistan 

Penal Code, termasuk penggunaan Pasal 311 untuk memastikan bahwa pembunuhan yang dikaitkan dengan 

kehormatan tidak berhenti sebagai urusan privat keluarga (Child & Hunt, 2022). Karena itu, pembahasan 

tentang honor dalam perkara ini harus ditahan sejak awal agar tidak langsung berubah menjadi klaim bahwa 

motif tersebut menciptakan pertanggungjawaban pidana dengan sendirinya. 

Pintu masuknya tetap berada pada pengakuan Muhammad Waseem. Ia mengaku membunuh Qandeel 

karena aktivitas publik korban dianggap mempermalukan keluarga. Pada taraf tertentu, alasan ini memberi 

arah yang jelas pada tindakan, sehingga pembunuhan tampak bukan sebagai ledakan sesaat tanpa sasaran, 

melainkan sebagai perbuatan yang ditujukan untuk menghilangkan sumber rasa malu keluarga. Dalam arti 

itulah motif honor dapat membantu menjelaskan kesengajaan. Namun hubungan antara motif dan 

kesengajaan tidak boleh dibesarkan melampaui tempatnya. Motif hanya menjawab mengapa pelaku 

terdorong bertindak, sedangkan kesengajaan berhubungan dengan apa yang dikehendaki pelaku melalui 

tindakannya (Christine et al., 2025). Seseorang dapat mempunyai motif yang sangat kuat, tetapi hukum 

tetap harus menilai apakah ia benar-benar menghendaki kematian korban atau setidaknya bertindak dengan 

pengetahuan yang cukup dekat dengan akibat tersebut. Dengan demikian, motif honor tidak menggantikan 

pembuktian kesengajaan, tetapi kadang memberi jalan bagi pengadilan untuk mengartikan tindakan 

membunuh sebagai tindakan yang diarahkan secara sadar. 

Dalam putusan tingkat pertama, keterhubungan itu tampak cukup jelas. Pengadilan menempatkan 

pengakuan, hubungan keluarga, dan rangkaian fakta kejadian sebagai dasar untuk menyimpulkan 

keterlibatan dan kesalahan pelaku (Ghazi & Salamat, 2024). Dalam susunan ini, honor tidak dipakai sebagai 

pembenar, sebab kehormatan tidak ditaruh sebagai alasan yang meringankan atau menghapus kesalahan. 

Sebaliknya, motif tersebut justru memberi bentuk pada tindakan, sehingga pembunuhan lebih mudah 

diartikan sebagai tindakan yang disengaja dan cukup berat untuk tetap dihukum di bawah Pasal 311 PPC 

meskipun ada pemaafan keluarga. Di sinilah letak ironi yang penting. Dalam percakapan sosial, kehormatan 

kerap disajikan sebagai alasan yang “bisa dimengerti” karena berhubungan dengan rasa malu, reputasi, dan 

tekanan lingkungan. Akan tetapi, justru karena alasan itu memberi arah yang jelas pada tindakan, ia dapat 

memperkeras pembacaan bahwa pembunuhan dilakukan dengan tujuan tertentu. Pada titik ini, motif honor 

tidak mengurangi tanggung jawab, melainkan membantu memperjelas arah kesengajaan. 

Masalahnya menjadi lebih rumit ketika pembahasan beralih dari kesengajaan ke pelekatan kesalahan 

pidana pada pelaku tertentu (Kadir, 2026a). Bahasa kehormatan hampir selalu berbicara dalam logika 

kolektif. Pelaku tidak hadir semata-mata sebagai individu yang mengambil keputusan sendiri, tetapi sebagai 

anggota keluarga yang mengaku bertindak demi martabat bersama. Bahasa seperti ini memang dapat 

membantu menjelaskan latar sosial tempat tindakan lahir. Namun pada saat yang sama, bahasa itu dapat 

mengaburkan pusat tanggung jawab jika diterima terlalu jauh di dalam penalaran pidana. Hukum pidana 

menuntut bahwa kesalahan tetap dilekatkan pada subjek yang melakukan pembunuhan, bukan pada 

keluarga sebagai satuan moral yang kabur. Karena itu, penjelasan tentang tekanan sosial dan tuntutan 

keluarga harus dipisahkan dari penilaian normatif atas kesalahan pelaku. Penjelasan sosial dapat 

menerangkan suasana tempat tindakan lahir, tetapi tidak dapat dengan sendirinya mengurangi kesalahan. 

Dalam perkara Qandeel, risiko pencampuran ini cukup besar karena alasan kehormatan sejak awal diajukan 
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dengan kosa kata nama baik keluarga. Bila bahasa seperti ini dibiarkan menguasai penjelasan, tindakan 

pelaku mudah tampak seolah-olah lahir dari kewajiban sosial, padahal secara hukum pembunuhan itu tetap 

merupakan keputusan individual yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku sendiri. 

Pada titik itulah perubahan hukum Pakistan setelah 2016 menjadi sangat penting. Negara berupaya 

menutup ruang impunitas yang selama ini lahir dari pemaafan keluarga dengan memperkuat penggunaan 

Pasal 311 PPC dalam pembunuhan atas nama kehormatan. Arah kebijakannya cukup jelas. Pembunuhan 

yang dikaitkan dengan kehormatan tidak boleh direduksi menjadi urusan privat yang selesai begitu saja 

karena keluarga memaafkan pelaku (Ch & Jamal, 2023). Dalam kerangka ini, bahasa kehormatan tidak lagi 

semata-mata menjadi bahasa keluarga, sebab negara menariknya kembali ke dalam wilayah pelanggaran 

terhadap kepentingan umum. Dengan demikian, yang ditekankan bukan lagi hak keluarga untuk menutup 

perkara, melainkan kepentingan negara untuk tetap menghukum pembunuhan yang mempunyai bobot 

sosial dan normatif tertentu (Jokhio et al., 2024). Dari sudut pertanggungjawaban pidana, keadaan ini 

memperjelas bahwa honor tidak seharusnya menyebarkan tanggung jawab ke tubuh keluarga sampai peran 

pelaku menjadi kabur (Elaies & Rabe, 2025). Sebaliknya, motif tersebut, bila benar-benar terbukti, justru 

dapat menguatkan alasan negara untuk tetap menjatuhkan pidana. 

Akan tetapi, perkara Qandeel Baloch juga memperlihatkan bahwa konstruksi normatif seperti itu 

tidak dengan sendirinya menyelesaikan soal pertanggungjawaban pidana. Pada Februari 2022, Lahore High 

Court, Multan Bench, membatalkan putusan penjara seumur hidup dan membebaskan Waseem. Putusan 

ini memperlihatkan bahwa motif honor tidak pernah cukup berdiri sendiri. Pengadilan mempersoalkan 

pengakuan dan kemudian menilai bahwa struktur pembuktian yang tersisa tidak cukup kuat untuk 

menopang keyakinan bersalah, termasuk untuk memastikan bahwa pembunuhan benar-benar dilakukan 

atas nama kehormatan. Dengan demikian, hubungan antara motif dan pertanggungjawaban di dalam 

perkara ini selalu bergantung pada bukti yang menopangnya. Selama pengakuan masih dipandang dapat 

dipakai, motif honor mempunyai tempat dalam susunan perkara dan dapat memperkeras pembacaan atas 

kesengajaan serta alasan penghukuman. Namun setelah pengakuan itu goyah, jalur yang menghubungkan 

motif dengan pertanggungjawaban ikut goyah. Di sini tampak bahwa motif kehormatan bersifat derivatif. 

Nilainya bukan terletak pada kemampuannya berdiri sendiri, melainkan pada kemampuannya menempel 

pada bukti lain yang sah. 

Perbedaan antara tingkat pertama dan tingkat banding dengan demikian tidak berhenti pada 

perubahan hasil, tetapi menyentuh inti pertanggungjawaban pidana. Pada tingkat pertama, honor berada 

dalam susunan perkara sebagai alasan yang menguatkan gambaran bahwa pelaku bertindak secara sadar 

dan bahwa negara tetap perlu menghukum walaupun ada pemaafan privat. Pada tingkat banding, susunan 

seperti itu dibongkar karena fondasi pembuktiannya dianggap tidak cukup. Artinya, honor dapat membantu 

membentuk cerita hukum pada satu tahap, tetapi tidak selalu bertahan ketika perkara sampai pada penilaian 

yang lebih keras tentang sah atau tidaknya bukti. Hal ini penting karena pembahasan tentang honor killing 

sangat mudah tergelincir ke anggapan bahwa begitu motif kehormatan diajukan, pertanggungjawaban 

pidana tinggal mengikuti. Perkara Qandeel justru membantah langkah itu. Ia memperlihatkan bahwa cerita 

yang sangat masuk akal secara sosial belum tentu cukup untuk membawa pengadilan pada putusan bersalah 

yang dapat dipertahankan (Chen, 2023). 

Agar tidak kabur, pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana harus tetap memisahkan tiga 

tingkat. Tingkat pertama menyangkut apakah motif honor membantu pengadilan mengartikan pembunuhan 

sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan. Tingkat kedua menyangkut apakah bahasa 

kehormatan mengaburkan atau justru memperjelas siapa yang harus memikul kesalahan pidana. Tingkat 
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ketiga menyangkut apakah negara masih mempunyai dasar untuk tetap menghukum ketika keluarga 

memaafkan pelaku. Dalam perkara Qandeel, tiga tingkat ini tidak selalu bergerak searah. Pada satu sisi, 

motif honor dapat membantu mengartikan tindakan sebagai pembunuhan yang diarahkan secara sadar. Pada 

sisi lain, bahasa kehormatan dapat membuat pelaku tampak sekadar menjalankan tekanan sosial. Sementara 

itu, pada tingkat penghukuman negara, hukum Pakistan justru berusaha mencegah agar perkara seperti ini 

tidak tenggelam di dalam pemaafan privat. Dengan demikian, honor tidak otomatis mengurangi 

pertanggungjawaban pidana, tetapi juga tidak secara mandiri menciptakan pertanggungjawaban itu. Yang 

tampak justru jalan penalaran yang lebih rumit, karena motif tersebut baru mempunyai arti hukum sejauh 

ia ditopang oleh pembuktian yang cukup dan diletakkan dalam struktur hukum yang tepat. 

 

3. Narasi honor, pembuktian rasional, dan batas penalaran 

Motif honor dalam perkara Qandeel Baloch tidak dapat dipakai untuk membuktikan segala hal. Motif 

itu tidak dengan sendirinya membuktikan siapa pelakunya, dan juga tidak cukup untuk membuktikan bahwa 

tindak pidana pembunuhan benar-benar telah dilakukan oleh orang yang dituduh. Dalam hukum 

pembuktian, kedudukannya jauh lebih terbatas. Motif hanya dapat membantu menerangkan mengapa suatu 

tindakan dilakukan, dan dalam keadaan tertentu dapat pula membantu pengadilan mengartikan arah 

kehendak pelaku sehingga pembunuhan tidak tampak sebagai tindakan yang muncul tanpa tujuan yang jelas 

(Leonetti, 2024). Di luar batas itu, nilai pembuktiannya harus dikendalikan dengan ketat, sebab perkara 

seperti Qandeel Baloch sangat mudah mendorong pengadilan atau pembaca perkara untuk memperlakukan 

cerita yang terasa sangat masuk akal secara sosial seolah-olah sudah cukup untuk menutup kekosongan 

bukti. 

Pengakuan menjadi titik paling penting dalam persoalan ini. Pada tahap awal proses hukum, Waseem 

membuat pengakuan di hadapan hakim, kemudian pengakuan itu ditarik kembali. Selama pengakuan 

tersebut masih dianggap sah, perkara tampak mempunyai pusat pembuktian yang kuat sehingga motif honor 

dapat menempel pada pengakuan itu dan ikut memberi arah pada cara pembunuhan diartikan. Dalam 

keadaan seperti itu, honor bukan berdiri sebagai bukti yang mandiri, melainkan memperoleh daya karena 

ia ditopang oleh alat bukti lain yang untuk sementara dianggap dapat dipercaya. Hubungan seperti ini harus 

dijaga dengan jelas. Yang memberi dasar utama pada putusan bersalah bukan motifnya, melainkan 

pengakuannya, sedangkan motif kehormatan hanya memperoleh tempat karena ia melekat pada pengakuan 

tersebut. Begitu pengakuan itu goyah, tempat motif di dalam struktur pembuktian pun ikut goyah, sehingga 

perkara ini memperlihatkan bahwa kekuatan honor di ruang hukum bergantung pada kekuatan bukti yang 

lebih dasar. 

Putusan banding menjelaskan hal itu dengan lebih terang. Lahore High Court mempersoalkan 

pengakuan dan menilai bahwa dasar pembuktian yang tersisa tidak cukup untuk mempertahankan putusan 

bersalah. Dalam penilaian ini, pengadilan tidak sedang menolak konteks sosial perkara, melainkan menolak 

untuk membiarkan konteks sosial menggantikan syarat pembuktian yang sah. Perbedaan ini sangat penting. 

Cerita tentang kehormatan keluarga mungkin terasa sangat meyakinkan di ruang publik, apalagi jika 

dikaitkan dengan posisi korban sebagai figur publik yang terus menjadi sasaran penilaian moral. Namun di 

dalam hukum acara pidana, rasa meyakinkan itu tidak dapat menggantikan alat bukti yang sah, tidak dapat 

menggantikan mutu pengakuan, dan tidak dapat menggantikan syarat kecukupan pembuktian. Karena itu, 

perkara Qandeel Baloch justru memperlihatkan garis batas yang tegas antara cerita yang mudah diterima 

secara sosial dan fakta hukum yang benar-benar dapat dipertahankan di hadapan standar pembuktian 

pidana. 
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Di sinilah persoalan penguat bukti menjadi sangat vital, karena jika pengakuan tidak lagi dapat 

diandalkan, pengadilan harus bertanya apa yang masih tersisa. Pertanyaan ini bukan soal teori belaka, 

melainkan inti dari penilaian pembuktian. Dalam perkara Qandeel, narasi honor dapat membuat hubungan 

antara korban, keluarga, dan tindakan pelaku tampak sangat koheren, sehingga seluruh peristiwa seolah-

olah tersusun rapi dalam satu alur yang mudah dimengerti. Akan tetapi, koherensi cerita tidak sama dengan 

kekuatan pembuktian. Cerita yang rapi tetap dapat gagal sebagai dasar putusan bersalah jika ia tidak 

didukung oleh fakta-fakta lain yang berdiri sendiri dan saling menguatkan secara sah. Masalah terbesar 

dalam perkara ini terletak di sana. Motif yang sangat meyakinkan secara sosial berisiko diberi bobot 

pembuktian yang lebih besar daripada yang sebenarnya dapat ditanggungnya, padahal hukum pidana tidak 

bekerja dengan ukuran “masuk akal menurut perasaan umum”, melainkan dengan ukuran apakah alat 

buktinya cukup, sah, dan mampu menopang keyakinan hakim secara dapat dipertanggungjawabkan 

(Dahlman, 2024). 

Ukuran pembuktian rasional juga menjadi penting justru pada saat narasi perkara tampak sangat kuat. 

Dalam perkara ini, pembuktian rasional menuntut pembedaan yang keras antara fakta yang terbukti dan 

penjelasan sosial yang tampak cocok dengan peristiwa. Motif honor dapat membantu menjelaskan suasana 

perkara, tetapi ia tidak dapat dibiarkan menutup lubang yang ditinggalkan oleh lemahnya bukti lain. Di 

sinilah pengadilan banding mengambil posisi yang penting. Pengadilan banding tidak sedang menyangkal 

bahwa perkara ini sejak awal dibicarakan dalam bahasa kehormatan. Yang ditolak adalah langkah yang 

memperlakukan bahasa itu sebagai pengganti pembuktian. Dengan cara seperti ini, Lahore High Court 

mengingatkan bahwa pembuktian pidana tidak dapat bertumpu pada kekuatan cerita semata, karena begitu 

pengadilan mulai menerima cerita yang kuat sebagai pengganti bukti yang cukup, garis pemisah antara 

penalaran hukum dan penghakiman moral akan menjadi kabur (Novaković, 2026). 

Risiko itu membesar ketika persona publik korban diberi ruang yang terlalu lebar di dalam cara 

perkara dijelaskan. Qandeel Baloch adalah figur yang sejak hidupnya terus diperdebatkan dalam ukuran 

kepantasan, seksualitas, dan reputasi. Keadaan ini memang relevan untuk menjelaskan mengapa alasan 

kehormatan muncul dari pihak pelaku atau keluarga. Namun relevansi itu tidak dapat bergerak terlalu jauh. 

Begitu citra publik korban ikut membentuk keyakinan tentang siapa yang bersalah atau mengapa 

pembunuhan terasa dapat dimengerti, pengadilan berada sangat dekat dengan penalaran yang membawa 

prasangka. Dari sudut hukum pembuktian, keadaan itu berbahaya karena perhatian perkara pelan-pelan 

berpindah dari tindakan pelaku dan alat bukti yang sah ke citra sosial korban. Pergeseran seperti ini tidak 

selalu tampak secara terang, dan justru karena sering hadir secara halus, ia perlu dikendalikan lebih ketat. 

Pembuktian pidana tidak boleh bergantung pada apakah korban mudah disukai atau mudah dihakimi, sebab 

yang harus dibuktikan tetap perbuatan pelaku dan dasar hukum yang menopang putusan terhadapnya (Berge 

& Sunde, 2026). 

Perkara Qandeel Baloch juga menunjukkan bahwa batas penalaran pidana yang sah tidak terletak 

pada penolakan terhadap konteks sosial, melainkan pada disiplin dalam menempatkan konteks itu. Konteks 

tetap penting karena tanpa konteks, alasan mengapa kata honor muncul di dalam perkara tidak akan pernah 

dapat dijelaskan secara utuh. Akan tetapi, konteks hanya berfungsi sebagai latar yang membantu 

menerangkan suasana perkara. Ia tidak boleh berubah menjadi dasar yang mengisi sendiri syarat 

pembuktian. Karena itu, batas yang perlu dijaga bukan batas antara hukum dan masyarakat, melainkan batas 

antara penjelasan sosial dan kesimpulan pembuktian. Selama batas ini masih dipertahankan, pengadilan 

masih dapat membaca kekerasan berbasis kehormatan secara serius tanpa jatuh ke dalam penalaran yang 

membiarkan cerita sosial mengambil alih fungsi alat bukti. 
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 KESIMPULAN 

Perkara Qandeel Baloch memperlihatkan bahwa honor masuk ke ruang hukum pidana bukan sebagai 

fakta budaya yang telah selesai, melainkan sebagai motif yang mula-mula diajukan oleh pelaku, kemudian 

diberi tempat di dalam konstruksi perkara, lalu diuji kembali ketika pengadilan menilai apakah motif itu 

benar-benar mempunyai dasar pembuktian yang cukup. Pada tahap awal, kehormatan keluarga cepat 

menjadi bahasa utama yang dipakai untuk menjelaskan pembunuhan, sehingga peristiwa ini sejak dini tidak 

lagi dipahami sebagai pembunuhan biasa. Akan tetapi, perjalanan perkara memperlihatkan bahwa alasan 

yang terasa sangat kuat di ruang sosial tidak otomatis berubah menjadi fakta hukum yang mapan. Putusan 

tingkat pertama masih memberi tempat pada susunan perkara yang mengaitkan pembunuhan dengan 

kehormatan keluarga, sedangkan putusan banding justru memutus susunan itu ketika pengakuan 

dipersoalkan dan bukti yang tersisa tidak dianggap cukup. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan 

bahwa motif honor mempunyai arti hukum hanya sejauh ia dapat bertahan di dalam struktur pembuktian 

yang sah. 

Hubungan antara motif honor, pertanggungjawaban pidana, dan pembuktian dalam perkara ini juga 

tidak bergerak secara lurus. Motif tersebut dapat membantu mengartikan pembunuhan sebagai tindakan 

yang dilakukan dengan kesengajaan, karena ia memberi arah yang cukup jelas pada tindakan pelaku, tetapi 

pada saat yang sama bahasa kehormatan juga dapat mengaburkan pusat kesalahan apabila tindakan 

membunuh terlalu jauh dijelaskan sebagai hasil tekanan keluarga atau rasa malu komunal. Di sisi lain, 

hukum Pakistan setelah reformasi 2016 memperlihatkan keinginan negara untuk mencegah agar perkara ini 

tidak berhenti pada pemaafan keluarga, meskipun penguatan sikap negara pada tingkat penghukuman tetap 

tidak dapat menggantikan tuntutan pembuktian yang rasional. Perkara Qandeel Baloch karena itu 

menegaskan bahwa masalah utama dalam pembunuhan atas nama kehormatan bukan hanya terletak pada 

munculnya narasi kehormatan, melainkan pada kecenderungan memberi daya pembuktian yang terlalu 

besar pada motif yang sangat meyakinkan secara sosial, sehingga batas antara cerita yang terasa masuk akal 

dan bukti yang sungguh-sungguh cukup harus tetap dijaga dengan ketat. 
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